
                                                                        
 

 
WALI KOTA PALU 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

RANCANGA 

PERATURAN DAERAH KOTA PALU 

NOMOR  6  TAHUN 2021 

TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

WALI KOTA PALU, 

 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

  

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3255); 

 

 
 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);   

 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322);  

 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 926); 

 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU 

dan 

WALI KOTA PALU 

 

 
 

 

 



MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 

dengan Perda. 

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah 

guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. 

7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan 

tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah. 

8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. 

9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 



khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 

bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani 

kewajiban untuk membayar kembali. 

13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang 

yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lainnya yang sah. 

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah 

Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan 

layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha 

milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat 

dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 

kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensim jasa dalam 

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan 

bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban. 

17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama 1 (satu) periode anggaran. 

18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 

dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat 

lainnya yang sah. 

19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

20. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 

 

 
 

Pasal 2 

(1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah.  

(2) APBD Kota Palu Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 

1.589.129.409.596,00  (satu trilyun lima ratus delapan puluh sembilan 

milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu lima 

ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai 

berikut:  

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.337.102.449.228,00  

b. Belanja Daerah Rp. 1.589.129.409.596,00  

Defisit (Rp. 252.026.960.368,00) 

c. Pembiayaan Daerah 

1. Penerimaan Rp. 252.026.960.368,00 

2. Pengeluaran RP.                        0,00 

Pembiayaan Netto Rp. 252.026.960.368,00   

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Rp. 0,00)  

 
  

Pasal 3 

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.337.102.449.228,00  

(satu trilyun tiga ratus tiga puluh tujuh milyar seratus dua juta empat ratus 

empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang 

bersumber dari:  

a. Pendapatan asli;  

b. Pendapatan transfer; dan                                      

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 



 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 321.645.128.984,00 (tiga ratus dua 

puluh satu milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh 

delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. Pajak daerah; 

b. Retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 128.383.660.000,00 (seratus dua puluh 

delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam 

puluh ribu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 71.280.365.809,00 (tujuh puluh satu 

milyar dua ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu 

delapan ratus sembilan rupiah).  

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 119.481.103.175,00 

(seratus sembilan belas milyar empat ratus delapan puluh satu juta 

seratus tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).  

 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 965.015.920.244,00 (sembilan ratus enam 

puluh lima milyar lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua 

ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; 

b. Pendapatan transfer antar daerah;  

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada 



ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 889.951.231.000,00 

(delapan ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima 

puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).  

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.064.689.244,00 (tujuh 

puluh lima milyar enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh 

sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). 

  
 

Pasal 6 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.441.400.000,00 (lima 

puluh milyar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu  

rupiah), yang terdiri atas:  

a. Pendapatan hibah; 

b. Dana darurat; dan 

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,00.  

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 0,00. 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 50.441.400.000,00 (lima puluh milyar 

empat ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu  rupiah rupiah).    

 
 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 

1.589.129.409.596,00  (satu trilyun lima ratus delapan puluh sembilan 

milyar seratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu lima 

ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:   

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 



Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.259.716.953.444,00 (satu trilyun 

dua ratus lima puluh sembilan milyar tujuh ratus enam belas juta 

sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat   

rupiah), yang terdiri atas:  

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja bunga; 

d. Belanja subsidi; 

e. Belanja hibah; dan 

f. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 617.632.198.184,00 (enam ratus tujuh 

belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh 

delapan ribu seratus delapan puluh empat rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 477.503.878.270,00 (empat ratus tujuh 

puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh 

delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).  

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 0,00. 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp 0,00. 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 158.335.876.990,00 (seratus lima puluh 

delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh 

puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).  

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 6.245.000.000,00 (enam milyar dua ratus 

empat puluh lima juta rupiah).  

 
 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 320.284.928.589,00 (tiga ratus dua 

puluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua 



puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang 

terdiri atas:  

a. Belanja modal tanah. 

b. Belanja modal peralatan dan mesin. 

c. Belanja modal bangunan dan gedung. 

d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; 

e. Belanja aset tetap lainnya; dan 

f. Belanja aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 30.526.822.735,00 (tiga puluh milyar lima 

ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh 

ratus tiga puluh lima rupiah).  

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.354.289.800,00 (lima 

puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan 

puluh  sembilan ribu delapan ratus rupiah).  

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 78.043.150.333,00 (tujuh 

puluh delapan milyar empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu 

tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).  

(5) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 159.208.665.721,00 

(seratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan juta enam 

ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).  

(6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp. 152.000.000,00 (seratus lima 

puluh dua juta rupiah). 

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp. 0,00  

  
 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.127.527.563,00 (sembilan milyar 

seratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus 

enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.  

 



Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf d direncanakan sebesar Rp.  0,00, yang terdiri atas:  

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp.  0,00 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp.  0,00.   

 

 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan 

sebesar Rp. 252.026.960.368,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua 

puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh 

delapan rupiah), yang terdiri atas:  

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

 

 

Pasal 13 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.026.960.368,00 (dua 

ratus lima puluh dua milyar dua puluh enam juta sembilan ratus enam 

puluh ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas 

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.   

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp. 252.026.960.368,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua puluh 

enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh 

delapan rupiah).    

  

 

Pasal 14 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00, yang terdiri atas: 

a. Pembentukan dana cadangan; 



b. Penyertaan modal daerah; 

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d. Pemberian pinjaman daerah; 

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00. 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp. 0,00.  

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00. 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00.   

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 0,00.   

 
 

 

Pasal 15 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 

252.026.960.368,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua puluh 

enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh 

delapan rupiah).   

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 

terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 

252.026.960.368,00 (dua ratus lima puluh dua milyar dua puluh 

enam juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh 

delapan rupiah).      

  

 

 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan 

dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 



perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 

2022. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 

wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah 

daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 

peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat. 

 
 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

2. Lampiran II     Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;   

3. Lampiran III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

 

 



4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil 

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;    

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 

Rancangan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah; 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per  

Jabatan; 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 

Daerah Lainnya; 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 

Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 

Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali 

Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; 

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 
 

Pasal 18 

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional 

pelaksanaan APBD. 

 

 

 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Palu. 

 

 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal  24 Desember 2021  

WALI KOTA PALU, 

 
ttd 

 

HADIANTO RASYID 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

NOREG … PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI 
TENGAH:  …. 

 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PALU 

NOMOR  6 TAHUN  2021 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2022 

 

 

 
 

I.  UMUM 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan 

kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal 

terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan 

yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat 

pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah 

menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam 

Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja yang menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan 

keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan 

undang-undang mengenai Keuangan Negara”. Kepala Daerah 

menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati 

Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat 

Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja 

Perangkat Daerah.  

 

Perda Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dibahas bersama 

Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, 

dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi 

maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022 perlu di atur dengan 

Peraturan Daerah.  

 

 
 



II. PASAL DEMI PASAL   

Pasal   1 

 Cukup jelas 

Pasal   2 

 Cukup jelas 

Pasal   3 

 Cukup jelas 

Pasal   4 

 Cukup jelas 

Pasal   5 

 Cukup jelas 

Pasal   6 

 Cukup jelas 

Pasal   7 

 Cukup jelas 

Pasal   8 

 Cukup jelas 

Pasal   9 

 Cukup jelas 

Pasal   10 

 Cukup jelas 

Pasal   11 

 Cukup jelas 

Pasal   12 

 Cukup jelas 

Pasal   13 

 Cukup jelas 

Pasal   14 

 Cukup jelas 

Pasal   15 

 Cukup jelas 

Pasal   16 

 Cukup jelas 

Pasal   17 

 Cukup jelas 

Pasal   18 

 Cukup jelas 



Pasal   19 

 Cukup jelas 

 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6  

 
 

 


	Pasal 1

